BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 3,2 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN

Menimbang

a.

TEKNOLOGI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,

bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Sistem Nasional Ilmu Pengatuan dan Teknologi, bahwa Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan melalui Sistem
Nasional [lmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan dan
satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78
Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, tugas
Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk melaksanakan kebijakan,
koordinasi,  sinkronisasi, dan pengendalian penelitian,
pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan
inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan
melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan
penajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai
landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala
bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahun Dan
Teknologi Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2029.



""Undnng-Undmug Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang
Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat
Nomor 6 Tahun 1956 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 7) tentang Pembentukan Daerah Tingkat [I termasuk
Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional
llmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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# Undang-Undang  Nomor | Tahun 200 ) tentang Hubungan

10.

11.

12.

13.

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dasrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5888, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negaa Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset
dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 192);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5
Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125);

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara
Lampung Utara Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 18).



/ MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATE TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN  ILMU  PENOETAHUN  DAN  TEKNOLOGI  DAERAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 - 2029

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

&2 W N

Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.

. Bupati adalah Bupati Lampung Utara,

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka

waktu tertentu di Daerah.

. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan I[Imu Pengetahuan dan

Teknologi di Daerah merupakan dokumen perencanaan
pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif
memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan

Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan

daerah.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan S (lima)
tahun.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah
yang digunakan oleh Pj. Kepala Daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025 - 2029

disusun berdasarkan:
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A Rencana induk dan peta jalan pemajuan timu pengetahuan dan
teknologi  di  daerah  disusun berdasarkan program prioritas
Pembangunan vang tercantum dalam RPD dan Ranwal RPJPD untuk
dipercepat capaian target programnya

b. Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi di daerah berdasarkan hasil koordinasi, sinergi, dan
harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan,

¢. isu-isu strategis yang berkembang;

d. kebijakan nasional; dan

e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025 - 2029
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(1) BAB | PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI
DAERAH;
BAB Il TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DAERAH;
BAB IV ANALISIS KESENJANGAN;
BAB V STARTEGI RISET DAN INOVASI DAERAH;
BAB VI PETA JALAN KAJIAN KEBIJAKAN RISET DAN INOVASI DI
DAERAH
BAB VII PROGRAM INDIKATIF
BAB VIII PENUTUP
(2) Uraian dari sistematika Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi  di daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan
Inovasi di daerah;

(2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan;

(3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (evidence-

based policy); dan
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‘h“'l‘mgi-mn dan target tahunan pengembangan produk unggulan
melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal [§ Jun 2024

Pj. BUPATI LAQ‘IPUNG UTARA,
\ '
AS ARgDI

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal |s¢u\\ 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 32



